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ABSTRAK 

M. Haekal Hadi, 1213010079. Penerapan Asas Contra Legem Terhadap 

Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 

2079/Pdt.G/2024/PA.Badg) 

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa janda atau duda cerai 

hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak 

ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Tetapi dalam putusan ini hakim 

berpendapat lain dengan mengesampingkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam atau 

yang disebut juga dengan asas contra legem. Hakim menetapkan pembagian harta 

bersama sebesar 40% untuk mantan suami dan 60% untuk mantan istri dengan 

landasan berdasarkan bukti yang ada dalam persidangan. Kesimpulan hakim 

berpandangan bahwa kontribusi mantan istri lebih besar dibandingkan mantan 

suami. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami tentang duduk perkara, 

memahami tentang pertimbangan hukum oleh hakim, serta memahami terkait 

akibat hukum yang timbul dalam putusan dengan penerapan asas contra legem. 

Penelitian ini menggunakan teori keadilan yang dibawakan oleh Jacques 

Derrida bahwa keadilan dapat ditegakkan oleh hukum namun tidak selamanya 

hukum itu adil. Kemudian teori istihsan yakni teori dalam hukum islam dengan 

pengambilan keputusan hukum yang menyimpang dari yang telah ada kepada 

hukum yang sesuai dengan pertimbangan keadilan. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan 

yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah jenis kualitatif. Sumber data 

primer berupa Putusan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Badg, dan sumber data 

sekunder berupa hasil kajian hukum atas Al-Qur’an dan Hadis, buku-buku, jurnal 

ilmiah, undang-undang, dan Kompilasi Hukum Islam. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: (1) Pengadilan mengabulkan 

gugatan cerai Penggugat, dan mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi Tergugat 

berupa hadlanah dan harta bersama. (2) Pengadilan mengabulkan gugatan harta 

bersama dengan menerapkan asas contra legem dengan membagi harta bersama 

sebesar 40% bagian untuk suami dan 60% bagian untuk istri. (3) Putusnya 

hubungan perkawinan sehingga menjadi duda dan janda, menetapkan hak asuh anak 

jatuh kepada istri sebagai ibu, dan menetapkan pembagian harta bersama dengan 

bagian sebesar 40% bagian untuk suami dan 60% bagian untuk istri. 

 

 

 

  


